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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa rumah 

yang berdiri diatas bangunan gedung merupakan kategori rumah susun, 

sehingga memungkinkan untuk menjadi objek pembebanan jaminan. 

Pembebanan Jaminan dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis 

kepemilikan dari rumah susun tersebut terlebih dahulu, bukti kepemilikan 

rumah susun terdapat dalam dua bentuk yaitu Sertifikat Hak Milik satuan 

rumah susun (SHM Sarusun) dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SKBG), apabila jenis kepemilikannya berupada Sertifikat Hak Milik atas 

satuan rumah susun (SHM Sarusun) makan rumah susun tersebut dapat 

dibebani dengan pembebanan Hak Tanggungan. Apabila bukti 

kepemilikannya berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 

maka rumah  tersebut dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran 

berupa masukan bahwa pada setiap terjadinya transaksi jual-beli atau 

pemindahan kepemilikan pada sebuah rumah yang dibangun diatas 

bangunan gedung, pihak developer atau pihak yang bisa kita sebut sebagai 
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penjual dari rumah yang dibangun diatas bangunan gedung tersebut, wajib 

menjelaskan sejelas mungkin dan secara transparan kepada pihak pembeli 

atau pihak yang menerima peralihan kepemilikan pada sebuah rumah yang 

dibangun diatas bangunan gedung, mengenai jenis dan klasifikasi bukti 

kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung tersebut, 

karena apabila suatu waktu pemilik rumah yang dibangun diatas bangunan 

gedung tersebut ingin menggunakan rumah tersebut sebagai objek dalam 

sebuah pengambilan kredit, maka jelas jenis pembebanan jaminan apa yang 

bisa digunakan oleh si pemilik rumah, apabila bukti kepemilikannya berupa 

Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun (SHM Sarusun) maka rumah 

itu dapat dijaminkan dengan menggunakan Hak Tanggungan, dan apabila 

bukti kepemilikan rumah tersebut adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan 

Gedung (SKBG) maka rumah yang dibangun diatas bangunan gedung 

tersebut dapat dijaminkan menggunakan Jaminan Fidusia.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Potret Rumah Tapak yang dibangun diatas Mall Thamrin 

 

Lampiran 2. Potret Rumah Tapak yang dibangun diatas Mall Thamrin 
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Lampiran 3. Potret Rumah Tapak yang dibangun diatas Mall Thamrin diambil 

dari sudut pandang lain 

 

Lampiran 4. Potret Rumah Tapak yang dibangun diatas Mall of Indonesia 
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Lampiran 5. Potret Rumah Tapak yang dibangun diatas Mall of Indonesia diambil 

dari sudut pandang lain 

 

 

 

 

 




